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ABSTRAK

Nama Penyusun : Firda
NIM : 01164006
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Skripsi ini berjudul “Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informas dan
Transaksi Elektronik”. Pokok permasalahannya adalah problem yang terjadi dalam
penerapan pasal ujaran kebencian dan tidak jelasnya perlindungan kebebasan
berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaks Elektronik pada pasal 45a ayat (2).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conseptual
Approach). Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaks Elektronik pada pasal ujaran kebencian
tidak jelas dan multitafsir sehingga muncul problem-problem dalam penerapan pasal
ujaran kebencian dan pasal 45a ayat (2) belum memberikan jaminan akan kebebasan
berpendapat didalam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa
larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki
(dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-
undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pasal 45a ayat (2) ini hanya
mengatur mengenai kewagjiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak
menyangkut haknya.



TRANSLITERAS

A.Trandliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan tranditerasinya ke dalam huruf Latin
berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.l., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan
Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan
Hur uf Nama Huruf Latin Nama
Arab
alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
ba b be
ta t te
sa S es (dengan titik di atas)
Jim ] je
ha h ha (dengan titik di bawah)
kha kh kadan ha
dal d de
zal Z zet (dengan titik di atas)
ra r er
zai z zet
sin S es
syin sy esdan ye
sad S es (dengan titik di bawah)
dad d de (dengan titik di bawah)
ta t te (dengan titik di bawah)
za z zet (dengan titik di bawah)
‘ain ‘ apostrof terbalik
gain g ge
fa f ef
qaf q qi
kaf k ka
lam I el
mim m em




nun n en
waul w we
- ha h ha
hamzah ’ apostrof
ya y ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda.
Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan voka rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang
lambangnya berupa tanda atau harakat, trandliterasinya sebagal berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| fathah a a
| kasrah i i
i dammah u u

dan huruf, tranditerasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= | fathah danya’ ai adan |
; fathah dan wau au adanu
Contoh:
a3l kaifa
Js»  :haula

Xi



3. Maddah

Maddah atau voka panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
tranditerasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s fathahdanalifatauya a adan garisdi atas
kasrah danya T | dan garis di atas
-
jj dammahdan wau ¥ u dan garis di atas
dad :qila

&¥esy  yamatu

4. Ta’ marbdtah

Trandliterasi untuk t&” marbdtah ada dua, yaitu: ta&” marbdtah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, trandliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbltah yang mati atau mendapat harakat sukun, trandlitera-sinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbdtah itu ditranditerasikan dengan ha (h). Contoh:

: raudah al-atfal

Al 45l : al-madinah al-fadilah

- al-hikmah

Xii



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (), dalam trandliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabbana

Lii%  :pajjaina

- al-haqq
> nu*“ima
: ‘aduwwun

Jikahuruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(), makaiaditrandliterasi seperti huruf maddah menjadi 1. Contoh:

: “AlT (bukan “Aliyy atau ‘Aly)
: “Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman trandliterasi ini, kata sandang ditrandsliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-). Contoh:

. al-syamsu (bukan asy-syamsu)

. al-zalzalah (az-zal zalah)

xiii



. al-falsafah
: al-biladu
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, iatidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

:ta’murdina
. al-nau*
> Syai’un
s umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang L azim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrandliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara tranditerasi di atas. Misalnya, kata
a-Qur’an(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrandliteras

secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

Xiv



berkedudukan sebagar mudaf ilaih (frasa nominal), ditrandliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

Al {Ladinullah 4 billah

Adapun ta’ marbatah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditrangdliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

o+ o 2

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
tranditerasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman gaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EY D). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awa namadiri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awa nama diri
tersebut, bukan huruf awa kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang a-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,
DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasal
Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzla fih al-Qur’an

Nasir a-Din al-Tasi

XV



AbU Nasr al-Farabt
Al-Gazalt

Al-Mungiz min al-Dalél

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abd
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Aba al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abd al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Aba al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Aba Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Aba)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhanahi wa ta‘ala

Saw. = sallallahu “alaihi wa sallam
as. = ‘alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

XVi



QS...[....4

HR

Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun
QS a-Bagarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

Hadis Riwayat

XVii
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin sangat
canggih, sehinga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak
terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di
era globalisas ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan muculnya
berbagal macam situs jgaring sosia ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan
anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan
masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jgjaring sosial untuk kebutuhan
masing-masing pengguna.*

Semakin tinggi teknologi informasi dan komunikasi yang ditemukan dan
digunakan maka itu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan komunikasi di
masyarakat dan bagaimana masyarakat sosia tersebut berinteraksi. perkembangan
teknologi komunikasi membawa banyak sekali keuntungan untuk dapat digunakan,
tetapi juga menimbulkan tidak sedikit kerugian karena dampak negatif yang muncul
karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi.

Dampak positif dari berkembangnya teknologi komunikasi yang terjadi di
masyarakat sebagai contoh adalah semua orang dapat menjadi sumber informasi
sehingga membuat masing-masing dapat saling bertukar informasi dengan cara
berkomunikasi. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi, informasi yang
disebar haruslah dengan cara tatap muka. Akan tetapi, setelah adanya perkembangan
teknologi komunikasi, informasi itu pun menyebar sampa kepada seluruh lapisan
masyarakat dengan cepat melalui media khusunya media komunikasi melalui Internet

tanpa harus bertemu atau tatap muka.

'Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014), h. 2.
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Dampak negatif banyaknya permasalahan yang muncul dalam Informasi dan
Transaks Elektronik seperti penyebaran fitnah, pembajakan hak cipta, pencemaran
nama bak, penipuan transaksi bisnis, cyber stalking, hingga cyber crime.
K eberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul, namun tidak untuk
membatasi kebebasan berpendapat.?

Sebenarnya keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ini sangat bermanfaat yaitu mampu memberikan
efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif
melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotens
konflik horizontal. Sehingga tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian di
masyarakat.

Contohnya sgja kasus Agus ST di makassar, tersangka kasus ujaran kebencian
terhadap mahasi swa Papua terhadap komentarnya di media sosial melanggar undang-
undang. Tulisannya di kolom komentar merupakan luapan emosinya, dia kesal
dengan kelompok yang menginginkan lepas dari Indonesia dan menyuarakan
referendum untuk Papua. Konten bernada SARA diunggah Agus pada 28 Agustus
2019. Agus adalam komentar media sosial mengatakan, “Usir semua mahasiswa dan
pemuda monyet kembali ke Papua. Kami siap menenggelamkan dan hancurkan”.?
Ada kalimat yang bernuansa SARA Jadi jelas hal ini termasuk kategori kasus ujaran
kebencian. Disinilah keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sangat bermanfaat memberikan efek jera bagi
masyarakat yang sering melakukan ujaran kebencian bernuansa SARA.

Disis lain masih banyak masyarakat yang merasa kebebasan berpendapatnya
dibatass semenjak kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektroik ini terkhusus pada pasal 45a ayat (2) karena pasal

2 Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjaun Aspek Hukum Pidana(Jakarta:
Tatanusa, 2012), h. 26.

3Muhammad Syawaluddin, Pelaku Ujaran Kebencian di Makassar Menyesal” dalam
https.//m.medcom.id//amp/ZkeraD 6K -pel aku-ujaran-kebencian-di-makassar-menyesal, 11 Juli 2020.




tersebut dianggap multitafsir dan muncul problem- problem pada penerapan pasal
ujaran kebencian tersebut.

Kasus komunikasi dan informasi yang banyak menjadi perhatian masyarakat
yaitu kasus ujaran kebencian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45a
ayat (2) berbunyi :

“Setigp orang yang dengan sengga dan tanpa hak menyebarkan informas
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pengaturan tentang kasus ujaran kebencian (hate speech) sebelumnya sudah
diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak meyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kel ompoksmasyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA)”.

Ujaran kebencian (hate speech) sendiri adalah “tindakan komunikasi yang
dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan,
ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek
seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksusal kewarganegaraan, agama dan
lain-lain.’ Definis hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan,

ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan

* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, pasal 45aayat (2).

® Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (2).

®Wikipedia, “Ucapan Kebencian” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, 19
November 2019.



kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun
korban dari perbuatan tersebut.’

Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian
adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik,
penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan
penyebaran berita bohong.®

Para pakar hukum hak asasi manusia telah menyepakati beberapa batasan
penanganan tindakan yang diduga terkategori sebagai hate speech agar
penanganannya tidak melampaui batas atau disalahgunakan untuk kepentingan
tertentu. Secara sederhana analisis hate speech harus menguji beberapa aspek
penting, yaitu: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tata
cara atau bentuk penyampaian pesan. Kelimahal ini harus diuji satu per satu terhadap
suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan
sebagai ujaran kebencian (hate speech).’

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berupaya
memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun di sisi lain muncul legitimasi
terbungkamnya kebebasan berpendapat, dan pasal ujaran kebencian ini ditakutkan
dapat disalahgunakan sebagai aat kepentingan karena adanya ketidakjelasan dalam
penggunaan pasal ini dan ada beberapa masyarakat yang merasa di kriminalisas
dengan digunakannya pasal ini.

Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita
Mulyasari yang terjerat salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut karena
melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf internasional,

’Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer (Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 2009), h. 38.

®Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran
Kebencian.

M Choirul Anam, “Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran K ebencan (Hate
Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Vol. 1 Nomor 3, 2015, h. 16.



yakni RS.OMNI internasiona melalui media internet, atau lebih detailnya lagi
melalui surat elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran
nama baik.

Prita mengirimkan email berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan
pihak rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang
lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra®“. Emailnya
menyebar kebeberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada
teman-temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama
dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang
disandangnya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari
sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran
nama baik.™

Diilihat dari kasus Pritaini, hal ini tidak termasuk kategori ujaran kebencian
(hate speech) karenatidak memenuhi beberapa aspek penting sehingga bisa dikatakan
hate speech, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya mengena aspek-aspek
penting sehingga bisa digolongkan sebagai hate speech. Namun penulis tidak akan
membahas lebih dalam mengena kasus yang dialami ibu beranak dua ini, Adanya
kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi,
jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian
terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut
telah melukal demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah
dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesiaini.

Dikaitkan dengan demokrasi, Perlindungan hak asas manusia merupakan
akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik sedangkan Hak
Asas Manusia mengandung prinsip prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik.
Sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis harus ada perlindungan dalam

1% ompasiana,“Kronologi kasus prita mulyasari” dalam
https://www.kompasi ana.com/iskandarj et/54fd5ee9a33311021750fb34/kronol ogi-kasus-prita-
mulyasari ?page=all, 19 November 20109.



dergjat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, Apakah
mediumnya surat kabar, magalah, buku, Pamflet, Televisi, atau yang paling
mutakhir melalui media digital seperti internet.™

Sebenarnya kasus mengenai upaya yang dianggap pengekangan terhadap
kebebasan berpendapat tidak hanya dialami oleh Prita. Namun kasus serupa terjadi
pada jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono karena mengeluarkan pendapatnya berupa
kritikan lewat tulisan di media sosiad kepada mereka yang berkuasa Dandhy
kemudian dilaporkan ke Kepolisian pada 6 September 2017 dan dijerat dengan pasal
45a ayat (2) Undang-Undang Informas dan Transaksi Elektronik terkait tuisannya
dianggap menghina dan menebarkan kebencian terhadap Ketua Umum PDI-P
Megawati Soekarnoputri.*? namun maksud dari Dandhy Dwi Laksono ini hanyaingin
mengel uarkan pendapatnya berupa kritikan lewat media sosial.

Banyak problem-problem lainnya yang muncul terkait penerapan pasal 45a
ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik seperti ada beberapa klausul yang ada dalam pasal ujaran kebencian
dianggap masih kabur dan multitafsir yang dampaknya mengancam kebebasan
berpendapat warga negara serta adanya pertentangan pasal ujaran kebencian dengan
pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan problem-problem diatas, sudah cukup membuktikan bahwa
kebebasan berpendapat yang notabene sebagai hak asasi manusia dan harus
dilindungi oleh negara, tapi pada kenyataannya malah begitu mudah untuk
dimasukkan penjara. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 berbunyi :

1 John W Jhonson,”peran media bebas” office of International Information Programas U.S.
Departement Of State, 2001, h. 51.

Tempo.co, “Dandhy Dwi Laksono, Pendiri Watchdoc yang Dipolisikan Repdem PDIP”
dalam https://nasional .tempo.co/read/907010/dandhy-dwi-| aksono-pendiri-watchdoc-yang-
dipolisikan-repdem-pdip, 22 Januari 2020.



“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkanlgikirian dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Serta secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat (2)
berbunyi :

“Setigp orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan
pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak
maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam
tentang “PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK?”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena
rumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang
akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari
uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti
yakni :
1. Bagaimana penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-
Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagamana perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat
masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaks Elektronik?

“Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal
28.



C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsir dan memahami maksud
yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menegaskan arti
kata yang terdapat dalam judul ini.

Problematika dalam kajian ilmu penelitian sering didefinisikan adanya
kesenjangan antara harapan (yang dicita-citakan) dengan kenyataan (yang
dihasilkan). Dengan demikian perlu adanya upaya untuk lebih mengarah kepada
sesuatu seperti yang diharapkan.™ Istilah problem/problematika berasal dari bahasa
inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam
bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang
menimbulkan permasalahan.*®

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.® Sedangkan menurut beberapa ahli
berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,
metode, dan hal lain untuk mencapa tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan
yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan
tersusun sebelumnya.

Daam definisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan,
ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan
kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun
korban dari perbuatan tersebut.>” Menurut Komnas Hak Asasi Manusia, istilah ujaran
kebencian belum dikenal baik oleh masyarakat, karena belum adanya undang-undang
khusus periha ujaran kebencian. Literature yang membahas inipun menggunakan

bahasa asing. Jarangnya lingkungan akademis yang mengulas ujaran kebencian juga

4 Saechan Muchith, Pembelajaran Kontekstua (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h.
9-10.

1> Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta:Bulan Bintang, 2002), h. 276.

1%Peter Salim dan Y enny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern

English Perss, 2002), h.1598 .
Ysutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer (Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 2009), h. 38.



akhirnya mengakibatkan banyaknya versi definisi ujaran kebencian. Kesimpulannya,
banyaknyavers definis ujaran kebencian karena secararesmi belum di tentukan.
Media sosial merupakan sebagai media online, di mana lewat internet para

penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, wiki,
forum, jgaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang
semakin canggih hingga kini. Internet, media sosid dan teknologi multimedia
menjadi satu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dan menjadikan munculnya hal-hal
baru.'®

Internet adalah produk teknologi, maka pendefinisiannya sebaiknya mengikuti
terminologi teknis. Namun terdapat kecenderungan untuk melakukan penyederhanaan
terhadap definisi Internet. Istilah internet lalu dianggap mewakili medium tunggal,
bukannya jaringan atau infrastruktur bagi pertukaran data digital atau “information
superhighway”.  Penyederhanaan tersebut dilakukan pula oleh sebagian
pengamat/ilmuwan dari disiplin ilmu komunikasi, yang menyebutkan Internet sebagai
new media dalam konteks sebuah medium tunggal, namun kadang memisahkan
konteks Internet dengan new media. John December dalam Journal of Computer
Mediated Communication. December dalam artikelnya Defining Units of Analysis for
Internet-based Communication menawarkan bahwa kajian komunikasi berbasis
Internet harus diarahkan pada bagian-bagian yang lebih spesifik, karena Internet
bukan medium tunggal namun memiliki berbagai bentuk media didalamnya.

Internet communication is not a single medium sharing common time,
distribution, and sensory characteristics, but a collection of media that differ
in these variables. | define a unit of analysis called a media space, which uses
the clientserver-content triad as the basis for its definition. This concept of
media io;pace is one way to describe how the Internet consists of a range of
media.

8Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk
Kementrian Perdagangan Rl (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), h. 25.
19 John December, “Defining Units Of Analysis For Internet-based Communication, journal
of Computer Mediated Communication”, Vol . 5, No. 1.
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Problematika penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah persoalan
atau masalah yang muncul dalam penerapan pasal ujaran kebencian melalui media
sosial berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaks Elektronik.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari

penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-
Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat
masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan llmiah

Penelitian yang dilakukan ini dapat menjadikan suatu bahan studi
perbandingan serta sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam
melengkapi kajian-kgjian yang mengarah pada perkembangan ilmu
pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan pemikiran
positif terkait problematika penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

3. Kegunaan Pribadi

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada

penulis tentang pemahaman ujaran kebencian terutama yang terjadi di

media sosial, pemahaman mengenal problematika penerapan pasal ujaran
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kebencian berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menegaskan orisinilitas penelitian yang akan dilakukan, maka perlu
dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan
dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-
hasil penelitian terdahulu yang sgenisrelevan yang dimaksud, dapat diuraikan
sebagal berikut:

Pertama skripsi yang berjudul ““Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana
Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Polres Bone)” yang
ditulis oleh Puspidi Cakra Wiguna pada tahun 2019. Daam skrips tersebut,
menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres
Bone terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan
Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
bagaimana upaya Kepolisian dalam melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang
No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik itu merupakan
upaya preventif maupun represif yang dilakukan pihak kepolisian terkait dengan
kejahatan ujaran kebencian yang dilakukan melalui jejaring media sosial.?

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari
penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang
dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada
bagamana pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Bone

pyspidi Cakra Wiguna, “Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian
Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik” (Skripsi,2019).
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terhadap tindak pidana ujaran kebencian melaui media sosial berdasarkan Undang-
Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua, Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum
Positif yang ditulis oleh Aan Aspihanto pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut,
menganalisis ujaran kebencian sebaga perilaku yang berkembang dan bisa
menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Dalam sudut pandang hukum
positif, ujaran kebencian yang dilakukan melalui media ceramah dan media tulisan
lalu disebarluaskan, itu merupakan cara yang dilakukan secara konvensional.
Hukumnyatelah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebutan ujaran kebencian baru familiar saat ini, pada waktu itu melainkan
disebut pernyataan permusuhan di depan umum. Jika perbuatan ujaran kebencian
dilakukan di media sosial, yang saat ini media sosial merupakan kebutuhan manusia
di kehidupan modern, maka perbuatan itu di atur dalam Undang-Undang No. 19
tahun 2016 tentang Informasi dan Transaks Elektronik. Peraturan undang-undang
ini, yaitu terkait penyebaran berita bohong dan juga menyesatkan orang lain sehingga
orang tersebut dirugikan, dalam kedua hal tersebut dimaksudkan jika dilakukan dalam
transaksi elektronik.

Perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial,
yang dapat mengakibatkan perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-
nilai kemashlahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media sosial yang
ada untuk kemashlahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya ujaran
kebencian.”* Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada
problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan
berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun
2016 tentang Informas dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus
pada penerapan pasal ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum positif.

ZAan Aspihanto, “Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif”
(Skripsi, 2017), h. 12.
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Ketiga, jurnal yang ditulis oleh yang ditulis oleh Prima Angkupi pada tahun
2014 yang berjudul “Kegahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini” dalam Jurnal Mikrotik
Volume 2 Nomor 1 bulan Mei 2014. Hukum pidana membedakan antara kejahatan
dan tindak pidana. Kegahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat
tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana
Tindak-tindak pidana komputer yang diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik yaitu ada pornografi, perjudian online, penghinaan atau pencemaran hama
baik, dan penyebaran informasi yang bermuatan sara. Larangan melakukan
penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem komputer diatur dalam pasal
27 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik. Dan diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).
Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah).?
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari
penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang
dimiliki seseorang  berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada kejahatan
melalui media sosial elektronik di indonesia berdasarkan peraturan perundang-
undangan saat ini.

Keempat, Jurnal berjudul “Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” dalam Jurnal
Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 2015, yang ditulis oleh M. Choirul Anam dan

“prima Angkupi, “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini”’, jurnal Mikrotik, Vol. 2, No. 1, Mei 2014, h. 5.
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Muhammad Hafidzh. Dalam jurna oleh 2 penulis ini, tujuan awal dibuat pelarangan
hate speech ini adalah untuk melindungi martabat manusia dan kemanusiaan itu
sendiri. Kurangnya tersosidlisas Surat Edaran sgak awa bisa memicu
kesal ahpahaman dalam memahaminya.

Melihat para aparat hukum sangat tergesa-gesa dalam menindak dan menilai
sebuah tindakan yang termasuk hate speech bisa mengekang hak dalam berekspresi
dan berpendapat. Para pakar hukum hak asasi manusia telah menyepakati beberapa
batasan penanganan tindakan yang diduga terkategori sebagai hate speech agar
penanganannya tidak melampaui batas atau disalahgunakan untuk kepentingan
tertentu. Secara sederhana analisis hate speech harus menguji beberapa aspek penting,
yaitu: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tatacara atau
bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu per satu terhadap suatu
tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagal
hate speech.”® Pendlitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada
problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan
berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus
pada surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech) dalam
kerangka hak asasi manusia.

Kelima, Buku berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kehormatan” karya Leden
Merpaung yang ditulis pada tahun 2010. Buku ini memberi tahu bahwa istilah lain
yang umum untuk istilah tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana penghinaan.
Jika dipandang dari sisi perbuatan, tindak pidana penghinaan tidak keliru. Jika
dipandang dari sisi objek yang merupakan maksud dari pasalnya yaitu melindungi
kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Menurut masyarakat
Indonesia, kehormatan dan nama baik sudah tercakup dalam Pancasila, baik yang ada

%M Choirul Anam, “Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran K ebencian”, (Hate
Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3, 2015, h. 16.
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pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk
hidup saling menghormati.

Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana kehormatan ini terdiri dari 4
bentuk. Pertama, menista secara lisan, menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti
mencela, kecaman, kritik. Kedua, menista secara tertulis, yang berarti menista yang
dilakukan dengan tulisan atau gambar. Ketiga, fithah, yang berarti melakukan menista
dan diizinkan untuk membuktikan tetapi perbuatannya tidak dapat dibuktikan.
Keempat, penghinaan ringan, yang berarti perbuatan dengan sengaja menyerang
kehormatan dan nama baik seseorang, bukan menista atau menista dengan surat. Jika
semua perbuatan ini dilakukan mempertahankan kepentingan umum atau karena
untuk mempertahankan diri maka tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan
surat.?*

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari
penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang
dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada tindak
pidana terhadap kehormatan.

#eden Merpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.
15.
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F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian
ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan
penelitian ini. Pada dasarnya kerangka teori merupakan pengembangan dan kajian

teori. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :

UU NO. 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

\ 4

PASAL 45A
AYAT 2

v
PROBLEMATIKA PENERAPAN
PASAL UJARAN KEBENCIAN

\ 4

\ 4
PENERAPAN PERLINDUNGAN
PASAL KEBEBASAN

BERPENDAPAT

Berdasarkan bagan tersebut, maka kerangka fikir dapat diuraikan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik merupakan peran nyata pemerintah guna memberikan pengaturan bagi

kondisi nyata saat ini dimana banyak dimedia sosia muatan yang melanggar
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kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
agar masyarakat memiliki etika dalam berkomunikasi antar sesama pada situs jegjaring
sosial media. Kehadiran Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaks Elektronik bukan lantas menjadi solusi bagi masyarakat dalam berinteraksi
didunia maya. Faktanya masih banyak masyarakat yang merasa kebebasan
berpendapatnya dibatasi semenjak kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaks Elektronik ini terkhusus pada pasal ujaran kebencian
yaitu pasal 45a ayat (2).

Pasal ujaran kebencian pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap multitafsir dan muncul problem-
problem pada penerapan pasal ujaran kebencian tersebut. Pasal ujaran kebencian ini
ditakutkan dapat disalahgunakan sebagai alat kepentingan karena adanya
ketidakjelasan dalam penggunnaan pasal ini. Mengingat Kebebasan berpendapat
merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang yang cakap.
Karena merupakan salah satu hak asasi manusia, maka kebebasan berpendapat ini

haruslah dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya adalalah prosedur kerja yang sistematis,
teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk
memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang
objektif.?
1. Jenisdan Penelitian
a. Jenispendlitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law
research) atau disebut juga hukum positif oleh Mochtar Kusumaatmadja.®®
Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder belaka?’ Penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya?®® Penelitian ini bertujuan
mencari peraturan perundang-undangan hukum positif dan putusan-putusan
pengadilan sebagai bahan hukum primer.?
b. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang
dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan
informasi ilmiah dan teknologi baru, membuktikan kebenaran atau tidak

benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala alam

* Andi Prastowo, Memahami Mtode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis
(Cet. I11: Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h.25.

®gulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum (Cet. |l:Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia,2013), h. 142.

% Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normatif (Cet. XIII; Jakarta:
Rajawali Pers,2011), h. 13

®ZHardijan Rugli, “Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review : Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan”, Vol. V, No. 5, Maret 2006, h. 32.
# Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas
Dari Metode Penelitian Hukum”, Fiat Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8, No.1, Januari-Maret,2014, h.31.
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dan sosia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap
pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi
pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu
hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide
dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun

asas hukum yang relevan dengan permasal ahan.®

2. Datadan Sumber Data
a. DataHukum
Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang
berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan mempelgjari bahan-bahan
pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya
yang berhubungan dengan isu penelitian.
b. Sumber Data Hukum
Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber
data sekunder terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari dokumen-
dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan
hakim.3* Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini
diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

%0 Ngobrolin Hukum “pendekatan dalam penelitian hukum” dalam

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dal am-penelitian-hukum/,27
Desember 2019.
%! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h.135.
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaks Elektronik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusi&;

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan
Ujaran Kebencian;

Deklarasi Universal Hak Asas Manusia 1948;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan
Politik;

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer.®* Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.* Jadi, bahan

hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal

hukum, skripsi, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu penelitian.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.®

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. I1; Jakarta: PT. Rga Grafindo

Persada, 2004), h. 32.

3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 54.

% Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet.
I;Jakarta: Kencana, 2016),h. 88.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi, lalu
dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.*
Maka, teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
dilakukan dengan menginventarisasikan dan mengklasifikasikan bahan-bahan
hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk
mendapatkan jawabannya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini dijelaskan secara eksplisit di bawah ini, sebagai berikut:
a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer
Pengumpulan bahan hukum primer disusun dan diidentifikasi secara
sistematis. Sistematisasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
1) Pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-
undangan;
2) Peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku sebagai
hukum positif, kecuali jika menggunakan pendekatan sejarah;
3) ldentifikasi pada tingkat undang-undang juga perlu dengan
memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan;
4) Selain mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu
sentral, perlu juga dikumpulkan peraturan perundang-undangan yang
ada hubungannya dengan isu sentral itu sendiri.*
b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan
sistem kartu. Peneliti dapat menyiapkan kartu yang berbeda warna dengan
ukuran kira-kira setengah kertas kuarto. Kegunaan kartu adalah untuk
mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan  suatu

% Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Cet. 11l; Malang:
Bayumedia, 2007), h. 296.

%] Made Pasek Diantha, “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum?”, h. 149.
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teori/garan/pandangan/informas dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum
dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab. Dengan sistem
kartu seperti itu peneliti dalam menulis skripsinya perlu didampingi oleh
tumpukan buku atau jurna tetapi cukup dengan kumpulan kartu berbeda
warna.*’
c. Teknik pengumpulan bahan tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Maka, teknik pengumpulannya hanya
dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum
untuk menemukan istilah-istilah yang kurang atau tidak diketahui peneliti.

4. Teknik AnalisisData
Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian,
karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari
permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi
atau penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekonstruks
buah pikiran yang tak terungkapkan di dalam undang-undang. la menyatakan :
“Dieses geschieht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des
Gesetzgebers versetzt und diese Tatigkeit in sich kuntslich wiederholt, also das
Gesetzin ihrem Denken von Neuem entstehen laszt «.*®
Teknik analisis data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Deskriptif dilakukan dengan penggambaran apa adanya terhadap suatu
peristiwva hukum atau kondisi hukum;
b. Komparatif dilakukan dengan membandingkan terhadap satu pendapat
lainnya;

37| Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, h.150-152.
% peter Mahmud Marzuki, Penelitan Hukum, (Jakarta: K encana, 2008), h. 106.
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c. Evaluas berarti melakukan penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau
tidak setuju, sah atau tidak sah, oleh pendliti terhadap suatu pandangan,
pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan
hukum primer maupun bahan hukum sekunder;

d. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penularan dan penjelasan

yang masuk akal.*

%9 | Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, h.152-155.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Ujaran Kebencian
1. Idtilah Ujaran Kebencian

Isu ujaran kebencian tidak bisa dijauhkan dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi
manusia dengan Negara hukum tidak bisa dipisahkan, karena agar dapat berpikir
secara hukum mengenai ide agar keadilan dan ketertiban terwujud. Dengan demikian
penetapan Negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi dan menghormati
hak asasi manusia sesama.*’

Menurut salah satu ahli ujaran kebencian, Margareth Brown Sica dan Jeffrey
Beall menyebutkan bahwa hate speech atau ujaran kebencian ada dalam banyak
tindakan seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu dengam
berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan,
agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.

Daam definis hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan,
ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan
kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun
korban dari perbuatan tersebut.** Secara garis besar ujaran kebencian adalah sebuah
ungkapan yang berupa pendapat, yang disampaikan dengan lisan atau tulisan, namun
dalam bentuk hasutan, mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan
dan nama baik seseorang atau kelompok dalam ha agama, ras, suku, etnis, bangsa
dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan
menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan
yang lainnya. Terdapat unsur unsur perbuatan ujaran kebencian, antaralain

a. Segaatindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;

““Masyhur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan
Internasional (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 27.
“ISutan Remy Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer (Jakarta: Pustaka Utama
Gréfiti, 2009), h. 38.
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b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, dliran
keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit,
etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;

c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi
diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial;

d. Yangdilakukan melalui berbagai sarana.

ujaran kebencian tidak bisa dijauhkan dari Hak Asasi Manusia. Hak Asas

manusia dengan Negara hukum tidak bisa dipisahkan, karena agar dapat berpikir
secara hukum mengenai ide agar keadilan dan ketertiban terwujud. Dengan demikian
penetapan Negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi dan menghormati
hak asasi manusia sesama.

Adapun definis Hak Asas Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagal makhluk Tuhan Y ang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.**

Hak-hak asas manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat sgjak lahir,

hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-
faktor pembeda seperti agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu
bersifat supra legal, artinya tidak bergantung pada suatu negara atau undang-undang
dasar, mempunyai kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan
dimiliki setiap manusia. Bukan karena perbuatan amal dan kemurahan negara, tetapi
karena berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia.*®

Pada perkembanganya, hak asasi manusia dinilai bersifat universal, namun

karena masyarakat memperhatikan keragaman kebudayaan dan tradisi masyarakat
tersebut serta perkembangan sosiol ekonomi, dan politik, sehingga tidak ada

“’Republik Indinesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“3 Shad Saleem Furuqui, Apakah Hak-Hak Asasi Manusia itu? Beberapa penjelasan tentang
berbagai konsep dan sudut pandang (jakarta: yayasan obor Indonesia, 1998), h. 13.
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kesepakatan di seluruh dunia tentang hak-hak mana yang betul-betul mendasar bagi
keberadaan umat manusia. Perbedaan kebudayaan merupakan fakta antropologi,
sedangkan hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Ini berarti bahwa penegasan
relasivitas serta penyangkalan terhadap universalitas nilai-nilai hak asas manusia

tidak mampu menjelaskan gjakan lintas budaya.**

2. Internet

Internet adalah sebuah jaringan mengglobal yang terbentuk dari berbagai
jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol transmission
control protocol/internet protocol (TCP/IP).*® Internet telah mengubah jarak dan
waktu menjadi tak terbatas. Dengan medium internet, orang dapat melakukan
berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terbatas ruang dan
waktu, menjadi |ebih mudah.

Seiring dengan semakin populernya internet sebagai “the network of the
network”, masyarakat penggunanya yang disebut internet global community
(netizent) seakan-akan mendapati dunia baru yang dinamakan “cyber space”. Howard
Rheingold mengatakan, cyber space adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya”
yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa sgja yang biasa dilakukan
dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.*

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan
teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang
kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal
abad ke-20, Yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan Elektronika yang

“4shad Saleem Furuqui, Apakah Hak-Hak Asasi Manusia itu? Beberapa penjelasan tentang
berbagai konsep dan sudut pandang (jakarta: yayasan obor Indonesia, 1998), h. 26.

“2John December, “Defining Units of Analysis for Internet-based Communication”, Journal
of Computer Mediated Communication, Vol. 5, No. 1, 2006, h.2.

“6Abdu Wahud dan Moh. Labib, Kejahatan mayantara (Bandung: Pt Refika aditama, 2005),
h.32.
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menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping
pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.*’

Berkenaan dengan pembangunan teknologi dewasa ini, seperti Kemaguan dan
perkembangan teknologi informasi melalui internet ( internet connection Network),
manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap
aspek kehidupan manusia. pembangunan di bidang teknologi informasi ( dengan
segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi
kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan
kesejahteraan umat manusia.*®

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin sangat canggih,
sehinga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di
Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi
ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan muculnya berbagai macam
situs jgaring sosia ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak,
mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih
banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jgaring sosia untuk kebutuhan
masing-masing pengguna.*®
Kelebihan dan kelemahan mediainternet yakni :

Secara umum, mediainternet memiliki kelebihan dibandingkan media
lain yang selamaini ada, diantaranya adalah :
1. Kelebihan mediainternet :
a Media Sumber Informasi
Adanya internet mempermudah masyarakat untuk mencari informasi

yang dibutuhkan dan mencakup segala bidang dalam kehidupan

* Juwono Sudarsono, “Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”, artikel dalam
Majalah Prisma, No. 8 Tahun X1X 1990, L P3ES,Jakarta.

*® Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), h. 2.

* Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Jakarta:Raja Grafindo Persada,
2014), h. 2
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b. Media Pendidikan
Kelebihan internet juga dapat dirasakan dalam dunia pendidikan, hal
ini dibuktikan dengan banyaknya situs-situs yang menyediakan fitur
pembelgjaran secara online. Dengan begitu kegiatan pendidikan dapat
berjalan tanpa perlu melakukan tatap muka langsung.

c. MediaKomunikasi
Kelebihan internet yang satu ini, cukup banyak dirasakan oleh kita
sekarang ini. Pengguna dapat melakukan interaksi dengan pengguna
lain dengan cukup mudah dengan jangkauan yang cukup luas.

d. Media Pertukaran Data
Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan
pertukaran data dengan mudah dan cepat.

e. MediaBisnis
Banyak sekali dari pebisnis yang sekarang memanfaatkan internet
untuk menunjang bisnis mereka. Ha ini dikarenakan internet
menawarkan kemudahan dalam mempromosikan serta melakukan
transaksi bisnis.

2. Kelemahan mediainternet :

a. Penipuan
Dampak negatif pengguna internet yang satu ini cukup banyak terjadi.
Hal ini dapat terjadi karena kemudahan dalam bertransaks tanpa
adanya tatap muka antara kedua belah pihak.

b. Pornografi
Dengan adanya kemudahan menyebarkan informasi melalui internet,
pornografi juga mudah sekali untuk tersebar. Hal ini sangat berbahaya
sekali apabila anak-anak yang belum cukup umur juga dapat
mengaksesnya. Untuk itu perlu pendampingan khusus bagi anak-anak

dalam menggunakan internet.
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Pencurian

Kekurangan internet yang satu ini juga marak sekali terjadi. Dewasa
ini pencurian tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di internet
pencurian juga banyak sekali terjadi. Biasanya pencurian di internet
menyasar pemilik kartu kredit dan pemilik data-data penting. Istilah
untuk pencurian di internet sendiri ada beberapa macam di
antaranya Carding (usaha pencurian dengan membobol kartu kredit
orang lain), Cracking (usaha pencurian dengan membobol sistem
keamanan komputer milik orang lain), Hacking (usaha pencurian
dengan membobol sistem jaringan komputer milik orang lain).

. Perjudian

Kekurangan internet yang tidak bisa dihindari, dengan kemudahan
dalam berinteraksi dan berkomunikasi, dunia perjudian juga semakin
meluas.

Berkurangnya Sosialisasi

Banyak dari kita sekarang ini lebih suka berhubungan dengan
menggunakan internet dari pada bertemu secara langsung. Dari adanya
perubahan sifat sosial tersebut mengakibatkan berubahnya pola
berinteraks di kalangan masyarakat.

Kecanduan

Sekarang ini banyak sekali media sosial, gim daring serta media
hiburan yang tersedia di internet. Seseorang bisa sampai lupa waktu
menikmati layanan internet utamanya yang berhubungan dengan
hiburan dan gim.

. Violence atau gore

Violenceand Gore ialah kekgaman dan juga kesadisan yang
ditampilkan hanya untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan

dampak dari tersebarnyainformasi itu.
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h. Kesehatan
Karena kecanduan internet, pasti kita akan lebih sering melihat
smartphone sehinggaradiasi dari layar dapat berbahaya bagi kesehatan
mata.>
3. Sudut Pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
mengenai Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) memberi pengertian informasi dan transaksi
elektronik. (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sgjenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, ssimbol, atau perforasi yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya. (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik
lainnya.**

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga
harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, dengan
adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan
kesal ahan, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pihak yang
bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi
Elektronik. Ujaran kebencian merupakan ungkapan yang bermotif jahat yang
mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga seseorang atau

sekelompok yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, dan

*Liputan6.com, “kelebihan dan kekurangan internet, kamu yang suka berselancar harus tahu”
, dalam https://www.liputan6.com/news/read/3867395/kel ebi han-dan-kekurangan-internet-kamu-yang-
suka-berselancar-harus-tahu, 26 februari 2020.

*'Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, pasal 1.
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kemampuan atau orientasi seksual. Secara hukum, ujaran kebencian bisa dimintai
pertanggungjawaban karena merupakan tindakan kejahatan.

Media sosia merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi
fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbaga media sosia ini juga ada
dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosiad meiliki peran
mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran
dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, pastisipatif, mendorong percakapan,
komunitas dan menghubungkan antar penggunanya.

Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen
informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan
menghasilkan komunitas virtual.>* Pertumbuhan antara banyaknya jumlah pengguna
media sosial berarti juga semakin banyak ujaran kebencian tersebar di media sosial.
Karakter media sosial bagi penggunanya itu sangat bebas.

Apa yang ditampilkan di media sosial, belum tentu kenyataannya
penggunanya sama persis. Jika seseorang dalam sehari-harinya pendiam, santun,
tetapi tidak di akun media sosialnya, ia menjadi kasar, jahat, dan membuat provokasi
kebencian. Pengguna media sosial bisa bebas memaknai kebaikan, kebenaran,
keindahan, keburukan, dan lain sebagainya.

4. Sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang dilakukan
tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan untuk melakukan
kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak nyaman
dengan berbaga kerusuhan yang berbau SARA, kemudian polisi dinilai harus

bertindak setelah adanya keadian kerusuhan yang mengakibatkan memakan

*2Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian (Hate Speech)
di Media Sosial” dalam http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi -digital-sebagai strategi- merespons-
ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/, Di akses pada 15 September 2019.
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korban.>® Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perbaharuan dari Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya pada Nomor 11 Tahun
2008. Pasal 28 dan pasal 45 menyebutkan adanya hukuman bagi pelaku tindakan
ujaran kebencian, yang berbunyi®* :

a. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal untuk
perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dalam
Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik;

b. Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1)
Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik : Setiap orang dengan senggja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaks Elektronik;

Cc. Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras dan
antargolongan. Perbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-
Undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :
Setigp Orang dengan senggja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras

dan antargolongan (SARA);

*3Siti Noor Laila, “Demokrasi dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Yogyakarta, dalam
Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, (8 Desember
2015).

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 .
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Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 dan 28 UU

ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE ayat (1) dan (3):>°

1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);

2) Setigp Orang yang dengan senggja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah);

Daam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informas
dan Transaks Elektronik menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Maksud dari kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau
menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang
atau berbagai pihak melaui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan
“mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang

dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain

*Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Pasal 45.
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mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan
Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh publik.*®

B. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informas dan
Transaks Elektronik Kaitannya dengan Undang-Undang Kebebasan
Berpendapat
Menurut komisi nasional hak asasi manusa (KOMNAS HAM), 2 hal yang

penting untuk diingat bahwa Ujaran kebencian (Hate Speech) perlu ditangani karena:

1. Bertentangan dengan Pancasila Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila
menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab.

2. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal Indonesia dibangun
oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka
tunggal |ka, berbeda-beda tapi tetap satu.”’

Untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi saat ini
agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan
nyawa, dan/atau konflik sosial, pihak kapolri telah membuat upaya-upaya
penanggulangan vyaiitu penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak
pidana ujaran kebencian khususnya melalui media elektronik maka mengacu
pada ketentuan:
a. Pasa 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaks Elektronik, yang berbunyi: Pasal 28:
(1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik. (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

*Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

*’Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech), (Jakarta, KOMNAS HAM, 2015), h. 16.
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masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).”

b. Pasal 45 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sifat hukum yang selalu dinamis, artinya selalu memperhatikan dan mengikuti
perkembangan yang selau terjadi di masyarakat merupakan dampak positif yang
mengantisipasi akan kebutuhan hukum positif sehingga tidak terjadi “kekosongan
hukum” atau kalau sempat terjadi kekosongan hukum tidak dalam tenggang waktu
lama.®® Begitupun UU ITE tidak terlepas dari pembaharuan hukum tersebut, yang
mana pada November 2016 telah di berlakukannya reviss Undang-Undang No 19
Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan transaksi elektronik.

®Ermansyah djaja, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi
Elektrik, (Y ogyakarta: Pustaka Timur, 2010), h. 9.



BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problem yang dihadapi dalam penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan
teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang
kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal
abad ke-20, Yakni pada saat terjadi revolus transportass dan Elektronika yang
menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping
pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.>®

kemagjuan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga kadangkala manusia
tidak sempat untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Akibatnya terjadi anomi
dalam masyarakat karena mereka tidak mempunya pegangan hidup yang jelas.
Masyarakat yang tidak mampu menguasai teknologi akan mengalami cultural lag dan
akan terancam eksistensinya.

Kemajuan teknologi ibarat dua sis mata uang, di mana di satu sis kemajuan
teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah
manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian disisi yang lain
kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks melebihi manfaat dari
teknologi itu sendiri terutama terkait pola hidup manusia dalam dimens sosial
budaya.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi dewasa ini, seperti Kemajuan dan
perkembangan teknologi informasi melalui internet ( internet connection Network),
manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap

aspek kehidupan manusia. pembangunan di bidang teknologi informasi ( dengan

% Juwono Sudarsono, “Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia”, artikel dalam
Majalah Prisma, No. 8 Tahun X1X 1990, L P3ES,Jakarta.
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segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi
kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan
kesejahteraan umat manusia.®

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin sangat canggih,
sehinga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di
Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi
ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan muculnya berbagai macam
situs jgaring sosia ini menyebar luas ke berbaga macam kalangan anak-anak,
mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih
banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jgaring sosid untuk kebutuhan
masing-masing pengguna.®*

Semakin tinggi teknologi informasi dan komunikasi yang ditemukan dan
digunakan maka itu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan komunikas di
masyarakat dan bagaimana masyarakat sosial tersebut berinteraksi. perkembangan
teknologi komunikasi membawa banyak sekali keuntungan untuk dapat digunakan,
tetapi juga menimbulkan tidak sedikit kerugian karena dampak negatif yang muncul
karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin kompleks dan
hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informas yang tepat.
semua hal yang kita hadapi saat ini merupakan informasi. Untuk menghadapinya kita
perlu dibantu oleh teknologi informas yang dewasa ini semakin berkembang dan
pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan umat manusia. sehingga yang
akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok di masa-masa mendatang adalah hak atas
informasi dalam bentuk dan coraknya.

Bahkan hak untuk menyampaikan informas tersebut dalam berbagai bentuk

dan coraknya masing-masing. perlu dipikirkan bagaimana kemanusiaan yang bebas

®Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknol ogi
Informasi, (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), h. 2.

® Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), (Jakarta:Raja
Grafindo Persada, 2014), h. 2.
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dan merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk menyampaikan dan
mengetahui informasi, sehingga harus sgak dini diatas agar informasi yang
berkembang pesat ini dengan bantuan teknologi informasi di seluruh duniaini jangan
sampai merugikan orang lain. Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak
atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta
dijamin dalam konstitusi.

Berekspresi yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan
bernegara. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sgumlah peraturan yang
melindungi hak-hak asas manusia. Salah satu haknya ialah hak untuk kebebasan
berekspresi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku,
ras dan agama. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.
Misalnya dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Semakin
dewasa suatu bangsa maka kebebasan berekspresi dan berpendapat akan semakin
dihormati.

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan
pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara bukan berarti telah terjadi pengekangan
oleh negara namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu
sis Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun
sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak
dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (Sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar itu
mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak
berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk
mengendalikan kehidupan masyarakat.

Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas
penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak
tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat
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bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan demokrasi tersebut dari
waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.®

kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan
keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan
perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara.
Kemudian timbul pertanyaan sehubungan dengan perangkat perundang-undangan
dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dengan mempergunakan internet (cyber
crimes) apakah dengan adanya regulasi tersebut sudah mampu memberi solusi atas
problematika di dunia maya?.

Problem-problem yang terjadi dalam suatu bangsa merupakan suatu hal yang
lumrah terjadi tinggal bagaimana masyarakat di dalamnya mampu menghadapinya
dengan bijak, seperti halnya dinegara Indonesia yang notabene dikenal sebagai negara
demokras yang sangat menjunjung Hak Asasi Manusia sering kali terjadi berbagai
macam problem yang harus dihadapi seperti halnya dalam penerapan pasal ujaran
kebencian telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat
yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesiaini.

Demokras: memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat.
Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang
menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan
sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam
kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.

Daam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Jika dicermati Undang-Undang Dasar Tahun 1945
mengatur kedaulatan rakyat dua kali pertama pada pembukaan alinea keempat “maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

%2 Della Luysky Selian dan Cairin Melina “Kebebasan berekspresi di era demokrasi : catatan
penegakan hak asasi manusia” dalam
https://www.googl e.com/search?q=j urnal +tentang+kebebasan+berpendapat& og=j urnal +tentang+kebe
basan+berpendapat& ags=chrome..69i5735i 3912 015.9408j 0 7& sourcei d=chrome& ie=UTF-8, 17 Juni
2020.
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Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. “Kedua, pada pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian,
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan
demokrasi karena berasaskan kedaul atan rakyat.®®

Bila dikaitkan dengan demokrasi, Perlindungan hak asasi manusia merupakan
akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik sedangkan Hak
Asasi Manusia mengandung prinsip prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik.
Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan
dalam dergjat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan
apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, Pamflet, Televisi, atau yang paling
mutakhir melalui media digital seperti internet.*

Kebebasan berpendapat dimaknal sebagal suatu hak atas kebebasan pribadi
yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi.
Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan
keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan
perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.®.
kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorangan dan badan hukum
sebagal subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan
berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam
pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat
tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaian informasi dan buah
pikiran melalui media apa sga dan dengan tidak memandang batas-batas
(wilayah™).%®

% Cora Elly Novianti, “Demokrasi dan sistem pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Vol 10
Nomor 2 Juni 2013, h. 334-335.

®* John W Jhonson,”peran media bebas” office of International Information Programas U.S.
Departement Of State, 2001, h. 51.

® John W Jhonson,”peran media bebas” office of International Information Programas U.S.
Departement Of State, 2001, h. 56.

% Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, pasal 19.
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Definiss menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.®’

Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang
dimiliki seseorang ini juga tertuang kedalam konstituss Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa :
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”®®

Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan
berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia, Oleh karena pengaturan akan
pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitus
maka sudah menjadi kewagjiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-
undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Dibidang Teknologi, Media dan Informatika (TELEMATIKA) telah diatur
daam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaks
Elektronik. Sebaga payung hukum di Indonesia dimana di dalamnya seharusnya juga
mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam
media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi
kebebasan menyampaikan pendapat, Sementara internet dapat memfasilitasi akses
global padainformasi.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi
didunia maya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik No. 19 Tahun 2016. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat
tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini Ketentuan dalam pasal inilah

®” Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
% Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194, pasal
28
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yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan
karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang
menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang
harus dilindungi, serta dan dalam pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian ada
beberapa klausul yang dipaparkan tidak jelas dan pasa ini multitafsir sehingga
muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat akibat ketidakjel asan pasal
ujaran kebencian ini dalam penerapannya.

Sedangkan dalam proses teknik pembuatan peraturan perundangan-undangan
harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Untuk
mewujudkan  Peraturan  Perundang-undangan yang balk dan  dapat
dipertanggungjawabkan, perlu mempertimbangkan landasan teori dan berbagai asas
dalam proses pembentukan termasuk substansi atau materi muatan masing-masing
Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-

undangan menurut Prof A. Hamid S. Attamimi,®

adalah asas hukum yang
memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk
dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur
pembentukan yang tepat.

Pasal ujaran kebencian ada beberapa klausul yang tidak memenuhi beberapa
unsur yang terdapat dalam Asas formil dam Asas materil dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

% A. Hamid S. Attamimi. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”. (Disertasi, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana,
1990), h. 313.
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Adapun asas formil dan asas materil dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan meliputi :

1. AsasFormil

a

€.

Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), yakni
setigp pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus
mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan),
yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh
lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan
yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dibatalkan (vernietegbaar) atau batal demi hukum (vanrechtswege
nieteg), bila dibuat oleh |lembaga atau organ yang tidak berwenang;
Asas kedesakan pembuatan pengaturan (het noodzakelijkheids
beginsdl);

Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel van
uitvoerbaarheid), yakni setigp pembentukan peraturan perundang-
undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan
perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara
efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara
filosofis, yuridis, maupun sosiologis sgjak tahap penyusunannya;

Asas konsensus (het beginsel van de consensus).

2. Asas Materil

a

Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van
duidelijke terminologie en duidelijke systematiek);

Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijk heids
beginsel);

Asas kepastian hukum (het rechtszeker heidsbeginsel);
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e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het
beginsel van de individuele rechtsbedeling).”

Unsur yang terdapat dalam Asas formil dan Asas materil dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yaitu unsur Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel van
uitvoerbaarheid) dalam asas formil tidak terpenuhi dalam pasal 45a ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni
setigp pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada
perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat
berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara
filosofis, yuridis, maupun sosiologis sgak tahap penyusunannya. Pada reditanya
pasal terseut tidak berlaku secara efektif karena muncul beberapa problem dalam
pelaksaanaannya akibat ketidakjelasan dalam pasal tersebut dan ketentuan dalam
pasal tersbeut tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang
dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan
pendapat.

Unsur Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) dalam asas
materil tidak terpenuhi pula dalam pasa 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas kepastian hukum
dalam pasal ujaran kebecian tidak terpenuhi, karena adanya ketidakjelasan penafsiran
dalam setiap klausul yang ada dalam pasal ujaran kebencian. Karena kepastian
hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi
masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat
dimaknai bahwa ada kegjelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam
masyarakat hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

™Bang Zali “AsasAsas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan” dalam
https://zalirai s.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/, 24
Januari 2020.
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Sebagal salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat
juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) “setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan
dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-
nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.”*

Sebagal salah satu hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan atas
kebebasan berpendapat juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966
sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa segala
ketentuan dan isi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh sebab itu ketentuan yang mengatur tentang
perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19
Undang-Undang ini, yang menyatakan :

“setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan
ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan
pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan
informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan,
tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai
dengan pilihannya.”"

Sebagal hak politik, perlindungan kebebasan berpendapat menjadi mutlak

sebab merupakan corong dari suara rakyat dalam ikut berpartisipas dalam
penyelengaraan pemerintahan sehingga ikut dalam perkembangan demokrasi suatu
negara. Begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan kebebasan
menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia,
jelasah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi atas
perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini akan tampak
berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45a Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

""Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 , Pasal 23 Ayat (2).
"2 Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2005, Pasal 19.
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daam Undang-Undang ini dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan
kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru
mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

Dengan adanya berbagai problematika yang ada dalam penerapan pasal ujaran
kebencian dalam pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektroniki. Penulis Mengkaji mengenai ketentuan dalam
Pasal 45a ayat (2) tersebut, melakukan penafsiran secara gramatikal atau secara
bahasa. Dari ketentuan Pasal 45a ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana
1.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dibagi menjadi beberapa unsur yang dibahas yakni:

1. Unsur “...dengan sengaja dan tanpa hak”

Dalam klausul tersebut, dianggap masih sedikit kabur dan akan
menimbulkan multitafsir jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka
diddamnya terdapat suatu unsur niat yang melatar belakangi perbuatan
tersebut. Lalu bagaimana jika suatu pendapat seseorang yang sebenarnya
tidak memiliki maksud menyerang pribadi atau melakukan ujaran kebencian
dan nama bak seseorang, namun terdapat orang lain yang merasa
dicemarkan nama baiknya lalu menggugat. Hal ini sangatlah bersifat
subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat yang dikatakan
menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur dalam
Undang-Undang ini. Dan mengenai  “tanpa hak” jika unsur tanpa hak yang
dimaksud adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum.

Jadi unsur ini dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar ketentuan

dalam perundang-undangan. misalnya sgjajika seseorang mengambil  web

"Republik Indonesia, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 , Pasal 45a Ayat (2).
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tertentu, lalu kemudian dikirimkan kepada teman-temannya melaui
emall dan sebagainya, apakah hal tersebut juga dikatakan tanpa hak?
Mengingat bahwa tulisan atau pendapat seseorang dalam web merupakan
suatu hal yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapapun. Padahal
yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat disini tidak hanya terbatas
pada penyampaian suatu pendapat atau gagasan kepada orang lain, tetapi juga
meliputi usaha untuk mencari dan mendapatkan suatu informas yang juga
tidak terbatas pada media apapun.

Dari penjelasan diatas sudah menunjukan bahwa dalam pasal ujaran
kebencian terdapat unsur-unsur yang tidak jelas dan multitafsir sehingga
dampaknya dapat memicu terbungkamnya kebebasan berpendapat akibat
ketidakjelasan pasal tersebut dan jika kita kaitkan dengan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam asas formil tidak
terpenuhinya asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling),
karena asas tujuan yang jelas adalah harus mempunyai tujuan yang jelas dan
manfaat yang jelas sedangkan dalam unsur “dengan sengaja tanpa hak”
menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir. Dampak lain yang ditakutkan
adalah pasal ini dapat digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang karena
kepentingan tertentu.

Jika dikaitkan juga dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam asas materil yaitu asas

kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel) juga tidak terpenuhi karena asas
kepastian hukum (het rechszekerheidsbeginsel) adalah Kepastian hukum menunjuk

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pel aksanaannya
tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.”

™ sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Y ohyakarta: Liberty, 1986), h. 32.
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Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan
logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma.  Konflik norma yang ditimbulkan dari
ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi
norma.”

Karena Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan
untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri
yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.
Menurut Fence M. Wantu “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan
makna karenatidak lagi dapat dijadikan pedomanperilaku bagi semua orang”.

Kepastian hukum diartikan sebagal kejelasan norma sehingga dapat dijadikan
pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian
tersebut dapat dimakna bahwa ada keelasan dan ketegasan terhadap berlakunya
hukum di dalam masyarakat ha ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.
Menurut Van Apeldoorn “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat
ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang
berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat
dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap
tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

™ R.Tony Prayogo, “penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah agung
nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkama konstitus nomor
06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang”, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 13, No. 02, Juni 2016, h. 194.

® R.Tony Prayogo, “penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah agung
nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkama konstitus nomor
06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang™, Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol. 13, No. 02, Juni 2016, h. 194.
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Kemudian ketika kita kaji juga pasal ujaran kebencian dari segi materi muatan
peraturan perundangan-undangan ada beberapa elemen dalam materi muatan
peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam pasal ujaran kebencian. Ini
membuktikan bahwa adanya kepincangan dalam pasal ujaran kebencian tersebut
karna sebuah peraturan perundangan-undangan haruslah memperhatikan berbagai
aspek didalamnya termasuk elemen-elemen dalam materi muatan peraturan
perundang-undangan agar sebuah peraturan perundanga-undangan menciptakan
kepastian hukum yang menjadi sebuah landasan kuat dalam sebuah aturan
perundang-undangan. Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan asas yaitu :

1. Asas pengayoman, bahwa setigp Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat;

2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asas
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional;

3. Asas kebangsaan, bahwa setigp Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Asas kekeluargaan, bahwa setiagp Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
setiap pengambilan keputusan;

5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Asas keadilan, bahwa setigp Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial;

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan kepastian,

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan
kepentingan bangsa dan negara;”’

Dari beberapa penjelasan asas-asas materi muatan pembentukan peraturan
perundang-undangan diatas ada beberapa asas-asas yang tidak terpenuhi dalam pasal
ujaran kebencian yaitu asas kemanusian, asas keadilan, serta asas ketertiban dan
kepastian hukum. Hal ini juga termasuk kekurangan yang terdapat dalam pasa ujaran
kebenciaan karena sebuah peraruran perundang-undang harus memperhatikan
segalanya secara mendatail agar tidak terjadi kepincangan didalam penerapannya.

Adapun asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak
terpenuhi dalam pasal ujaran kebencian yaitu :

1. Asaskemanusian

"Rais Rozdi, “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan” dalam
http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html, 26 Januari 2020.
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Daam pasal ujaran kebencian yaitu tidak terpenuhinya asas kemanusian
karena ketidakjelasan beberapa unsur didalam pasal ujaran kebencian
yang berdampak pada terbungkamnya kebebasan berpendapat warga
negara yang secara otomatis pasal ini tidak menjunjung tinggi kebaradaan
Hak Asas Manusia yang dimana kebebasan berpendapat diakui sebagai
“basic human right” dan mendapatkan jaminan perlindungannya dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusiatahun 1948.

Dalam Pasal 19 menegaskan bahwa:

“Semua orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir dan menyatakan
pendapat (the right to freedom of opinion and expression); hak ini
mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat
gangguan (to hold opinions without interference) dan kebebasan untuk
mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi dan gagasan (to seek,
receive and impart information and ideas), lewat media yang manapun
dan tanpa memandang perbatasan negara.”

Agar kebebasan untuk menyelenggarakan pendapat itu terselenggara
dengan baik, maka harus diberikan jaminan kebebasan dan kekebaan atau
imunitas, sehingga sipelaku akan terbebas dari rasa takut dikenal
“pembalasan” oleh pihak manapun.”® Karena asas kemanusian merupakan
pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2. AsasKeadilan

Dalam pasal ujaran kebencian dapat dikatakan bahwa tidak digunakannya
asas keadilan dalam pasal tersebut, karena pasal tersebut mengadung makna
yang multitafsir sehingga pasal tersebut bisa sga digunakan untuk
mengkriminalisasi seseorang karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.
Jadi nilai keadilan yang mendasari berlakunya hukum dikesampingkan dalam
pasal tersebut, tidak ditegaskannya asas keadilan dalam pasal tersebut dapat

dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasasr atas berlakunya hukum.

"8 KrisnaHarahap, HAM dan upaya penegakannya diindonesia (Bandung : Grafiti, 2003)
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Sedangkan keadilan sangat penting mengingat pasal ujaran kebencian
dadam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informas dan
Transaks Elektronik banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada
warga negara. Alpa mencatumkan asas keadilan dalam pasal ujaran kebencian
sama sgja berpikiran bahwa keadilan di ruang maya tidak perlu dalam pasa
tersebut.

3. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dalam pasal ujaran kebecian tidak terpenuhi,
karena adanya ketidakjelasan penafsiran dalam setiap klausul yang ada
dalam pasal ujaran kebencian. Karena kepastian hukum diartikan sebagai
kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang
dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai
bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam
masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.
Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa
yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa
putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan
yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa
seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam
keadaan tertentu.”
2. Unsur “...antargolongan”
Dalam klausul tersebut dianggap sedikit kabur dan berpotens
dijadikan alat untuk mengkriminalisasi warga negara dalam mengeluarkan
pendapat karena ketidakjelasan defninisi kata “antargolongan”. Berbeda

dengan istilah suku, agama, dan ras, pada pasal 45a ayat (2) dalam Undang-

" R.Tony Prayogo, “penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah agung
nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkama konstitusi
”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, h. 194.
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Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
jelas makna dan batasannya Y akni :

a. Bahwa istilah suku dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang No 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah istilah
yang batasannya yang jelas sebagimana terdapat dalam Kamus Besar
Indonesia yakni golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan;
suku sakat; atau golongan bangsa sebagal bagian dari bangsa yang
besar, seperti — Sunda, --Jawa.®

b. Bahwa istilah agama dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang No 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah istilah
yang batasannya yang jelas adalah agama-agama yang diakui di
Indonesia yakni islam, kristen protestan, katolik, hindu, buddha,
konghucu.®

c. Bahwaistilah ras dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah istilah
yang batasannya jelas sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2
Undang-Undamg Nomor 40 Tahun 2008 tenang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnik.

Istilah “antargolongan” mengandung ketidakjelasan apa makna dan
batasannya berbeda dengan istilah suku, agama, dan ras yang telah dipaparkan
makna dan batasannya tadi. apakah yang dimaksud golongan itu hanya
golongan yang mempunya ikatan hukum formil, atau bisa sga semua
golongan termasuk golongan keturunan, golongan status sosial, golongan
kasta, golongan suporter, golongan jenis kelamin, partai politik, dan golongan
organisas menjadi sangat luas batasannya, ini merupakan salah satu yang
menjadikan pasa 45a ayat (2) multitafsir yang berdampak pada ketakutan

8 K amus Besar Bahasa Indonesai KBBI, dalam https://kbbi.web.id/suku, 28 Januari 2019.
8 Dickson,”agama-agama di indonesia” dalam https://ilmupengetahuanumum.com/agama-
agama-di-indonesial, 7 Februari 2020.
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warga negara untuk berekspresi dengan mengeluarkan pendapatnya karena
takut dijerat pasal tersebut.

Jika merujuk pada ungkapan Frans Magnis Suseno bahwa suatu
negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara
harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi
landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan
adil. Balk karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari
hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Ada empat dasan utama untuk menuntut agar negara
diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum vyaitu
kepastian hukum, tuntutan  perlakuan yang sama, legitimasi demokratis,
dan tuntutan akal budi.?? Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik multitafsir yang mengancam
kebebasan berpendapat warga negara yang pada akhirnya tidak mencerminkan
suatu negara hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil.

Muncul anggapan sebagian publik bahwa pasa 45a ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hanya berlaku bagi mereka yang
mengkritisi kekuasaan akibat ketidakjelasan pasal ujaran kebencian tersebut
sehingga warga negara merasa hak kebebasan berpendapatnya dibatasi akibat
ketidakjelasan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaks Elektronik ini.

Dapat dikatakan bahwa istilah “antargolongan” adalah pasal karet
yang bertentangan dengan kepastian hukum dan tidak berpatokan pada asas
kejelasan rumusan dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan.
Yang memberikan ruang besar bagi pemegang kekuasaan politik untuk
memberi tafsiran sesuai dengan kepentingan mereka yang dapat

memanfaatkan peraturan yang multitafsir.

% Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prnsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakarta:Gramedia, 1994), h. 295.
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3. Unsur rumusan deliknya yang sangat luas pada pasal 45a ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik mengatur “penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian
berdasarkan SARA” sudah dapat dijerat pidana. Rumusan yang sangat
luas tersebut tidak mensyaratkan adanya hasutan atau gakan untuk
melakukan tindakan destruktif berdasarkan kebencian Sara atau aksi lebih
lanjut yang aktif sebagal manifestasi kebencian. Dan pasal 45a ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tersebut juga tidak membedakan apa yang dimaksud kebencian
yang ekstrim dan ketidaksukaan normal yang manusiawi. Kareana harus
ada pembedaan yang jelas antara kebenciaan luar biasa (hatred) dengan
ketidaksukaan (normal dislike).

Rasa benci atau rasa suka adal ah dua perasaan manusiawi yang normal
atlau waga yang ada pada setigp manusia Tidak mungkin
mengkriminalisasi naluri dasar manusia yang waar tersebut karena
banyak sekali aspek yang menjadi penyebab munculnya ketidaksukaan.
Pembeda antara kebencian yang luar biasa dengan ketidaksukaan yang
normal adalah syarat harus adanya gjakan atau hasutan untuk melakukan
aktivitas aktif destruktif berdasarkan kebencian. Kebecian yang luar biasa
bisa dilihat manifestasinya dari tindakan yang timbul atau dilakukan atas
dasar kebencian tersebut.

Tanpa adanya pembedaan yang jelas antara kebencian luar biasa dan
ketidaksukaan yang normal, pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya akan dijadikan
alat untuk menjerat lawan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Perlu
diketahui bahwa kebebasan berpendapat dan berbicara merupakan esensi dari
demokrasi yang amat mahal harganya.

Asas hukum menyerap dan mewadahi ide serta pengalaman dan kekayaan

kultural suatu bangsa. Paul Scholten dalam Herlien Budiono mengemukakan bahwa
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di daam teori hukum yang berlaku ini secara umum bahwa asas-asas hukum,
disamping perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, merupakan
sumber hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa, “asas hukum memiliki sifat abstrak,
tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkret, tetapi umumnya bersifat dinamis,
serta berkembang mengikuti kaidah hukumnya, sedang kaidah hukum akan berubah
mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh oleh waktu dan tempat
(historich bestimmt). Namun demikian, ada pula asas hukum yang dituangkan dalam
bentuk peraturan konkret atau dalam pasal-pasal undang-undang”.

Selain asas hukum bersifat abstrak, juga asas hukum bersfat umum, artinya
tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu, karena itu asas hukum
menurut ilmu hukum bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplikatif). juga asas
hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaidah hukumnya,
sedangkan hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, bahkan
hukum atau undang-undang akan selalu ketinggalan dari kemajuan masyarakat (het
recht hink achter de feiten aan). Jadi hukum terpengaruh oleh waktu dan tempat atau
disebut bahwa hukum bersifat bestimmit.

Adapun beberapa asas hukum yaitu :

1. Undang-undang tidak berlaku surut

2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

3. Lexsuperior derogate legi inferior, artinya peraturan hukum yang lebih tinggi
tingkatannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah
tingkatannya, jika terjadi konflik. Contoh undang-undang lebih tinggi dari
peraturan pelaksana, berarti peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang di atasnya, karena bila bertentangan maka peraturan
pel aksanaan tidak berlaku.

4. Lex posterior derogate legi prior, artinya undang-undang yang baru
melumpuhkan undang-undang lama dengan undang-undang yang baru dalam

mengatur hal yang sama maka undang-undang yang baru yang berlaku.
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5. Lex specialis derogate legi generally, artinya undang-undang (peraturan)
khusus mengenyampingkan undang-undang (peraturan) umum. Jadi kalau
terjadi konflik antara undang-undang bersifat umum dengan undang-undang
bersifat khusus, maka undang-undang yang khusus berlaku.

6. Asas yang menjelaskan, kalau terjadi konflik antara undang-undang dengan
hukum kebiasaan mengenai materi yang bersifat pelengkap maka hukum
kebiasaanlah yang harus didahulukan.®
Terjadi pertentangan antara pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun

1945 dengan pasal yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaks Elektronik
sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa ada asas yang digunakan sebagai |andasan
atau patokan hukum jikaterjadi sebuah problem yaitu seperti yang telah saya jelaskan
diatas salah satunya yaitu Lex superior derogate legi inferior, artinya peraturan
hukum yang lebih tinggi tingkatannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang
lebih rendah tingkatannya.

Inilah yang menjadi problematika karna ada beberapa pasal yang ada di
Undang-undang dasar bertentangan dengan pasal yang ada Undang-undang Informasi
dan Transaksi Elektronik masih tetap sgja berlaku namun sebenarnya jika kita
merujuk pada asas hukum pasal ujaran kebencian tersebut tidak dapat berlaku karena
bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Adapun uraian pertentangannya yakni :

a. Pertentangan pasa 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bahwa dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sedangkan
kepastian hukum yang adil mensyaratkan juga peraturan perundang-undangan
yang pasti, memiliki batasan yang jelas dan tidak multitafsir.

8 Andi Nuzul, “membangun tata hukum nasional” (jogjakarta: trussmedia grafika, 2016), h.
37- 40.
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Istilah “antargolongan” dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang
Informasi dan Transaks Elektronik tidak sedergjat dengan istilah suku, istilah
agama, dan istilah ras. Karena istilah “antargolongan” dalam pasal 45a ayat
(2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah
multinterpretatif, Karena tidak adanya batasan yang jelas menjadi sangat
rentan untuk ditafsirkan hanya berdasarkan selera kepentingan penguasa. Jadi
dengan demikian pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik bertentangan dengan pasa 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945. Karena tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam pasal
tersebut.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan
terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang
terkadang selalu arogansi dalam menjaankan tugasnya sebaga penegak
hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu
keelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak
mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh
hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik
dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum
terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum
tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat
dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat
dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian
kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan
terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak
menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum
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dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang
konkret”.

Dengan multitafsirnya klausul yang terdapat pada pasal ujaran
kebencian tidak hanya berdampak pada kurang ditegakkanya asas kepastian
hukum namun otamatis juga berdampak pada kurang ditegakannya sistem
perlindungan hukum karena menimbulkan ketakutan warga negara untuk
berekspresi dengan mengeluarkan pendapatnya karena takut dijerat pasal
tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa Perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain
perlindungan hukum adalah berbagal upaya hukum yang harus diberikan oleh
aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran
maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-
hak asas manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan
hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang
akan dapat melindungi suatu hal dari ha lainnya. Berkaitan dengan
konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak
tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan,
dalam ha ini hanya perlindungan oleh hukum sga. Perlindungan yang
diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewgjiban, dalam
hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya
dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
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Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagal manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-
kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya
ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.®

b. Pertentangan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik dengan pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bahwa dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
telah diatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berbunyi
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.” Dan dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pula secara khusus mengatur soal
penyampaian informasi elektronik.

Bahwa bentuk penyampaian pendapat tersebut bisa sga berupa
kritikan terhadap pemegang kekuasaan yang tidak menimbulkan kebencian
berdasarkan suku, agama, dan ras. Spirit dari dijaminnya hak menyatakan
pendapat adalah perlindungan hukum dari negara kepada orang yang
menyatakan pendapat apabila pendapatnya tidak disuka oleh pihak yang
memegang kekuasaan sehingga orang yang menyatakan pendapat tersebut
bisadiintimidasi dengan menggunakan kekuasaan.

Bahwa ketidakjelasan istilah “antargolongan” dalam pasal 45a ayat (2)
Undang-Undang Informasi dan Transaks Elektronik membuat masyarakat
sulit menyampaikan pendapatnya karena beresiko mendapatkan masalah

#Eprints.umm.ac.id “konsep perlindungan hukum” dalam
http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20I11.pdf, 14 Maret 2020.
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hukum. Dengan demikian hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat
menjadi terganggu. Dengan demikian pasal 45A ayat (2) Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3)
Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Seperti yang kita ketahui juga bahwa kebebasan berpendapat dimaknai
sebagali suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan
perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat
merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan
demokras di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan
dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.®

Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorangan dan
badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya
jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memeberikan pendapat seperti
yang diamanatkan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan
bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat
tanpa gangguan , dan untuk mencari, menerima dan menyampaian informasi
dan buah pikiran melalui media apa sgja dan dengan tidak memandang batas-
batas (wilayah).”®

kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23

ayat (2)

“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan
pendapat sesua hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media
cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.®’

8 John W Jhonson,”peran media bebas” office of International Information Programas U.S.
Departement Of State, 2001, h. 56.

% Deklarasi Universal Hak Asas Manusia 1948 pasal 19.

¥ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 , Pasal 23 Ayat (2).
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Sebagal salah satu hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan
atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik
tahun 1966 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 2005, yang mana dalam Undang-Undang tersebut
menyebutkan bahwa segala ketentuan dan is dalam Kovenan Hak Sipil dan
Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh
sebab itu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan
menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang ini,
yang menyatakan :

“setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan
ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan
pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan
memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-
pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau
melalui medialain sesuai dengan pilihannya”.®

Dengan begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan
kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia, jelaslah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang
menjunjung tinggi atas perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asas
Manusia. Hal ini akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Undang-Undang ini
dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat
yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan

menyatakan pendapat tersebut.

. Pertentangan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaks

Elektronik dengan pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
Bahwa pasa 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

% Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2005, Pasal 19.



63

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.bahwa
ketidakjelasan batasan antargolongan” dalam pasal 45A ayat (2) bisa
membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
yakni menyampalkan pendapat atau fikiran dan sikap melalui sistem
elektronik.

Sebab jika masyarakat mengktitik pemerintah terbuka kemungkinan
untuk dikriminalisasi dan dianggap menghina golongan. Ini mengapa adanya
letak pertentangan antar pasal ini karena letak perlindungan diri pribadi
terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sangat tidak dilindungi
dengan keberadaan pasal 45a ayat (2) ini. Dan dapat pula dikatakan istilah
antargolongan adalah pasal karet warisan orde baru yang tidak ilmiah
ketidakpuasan masyarakat atas ketidakadilan menjadikan masyarakat merasa
terkungkuh terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Dalam sistem hukum Kkita tidak ada satu peraturan perundang-
undanganpun yang membuat definisi atau batasan istilah “antargolongan”.
Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan memuat istilah
SARA, namun tidak ada satupun yang dilengkapi dengan penjelasan apa yang

dimaksud dengan istilah “antargolongan”.
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B. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat berdasarkan
Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Informas dan Transaks
Elektronik.

Kebebasan berpendapat berarti tidak adanya hambatan bagi individual atau
kelompok untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka kepada orang lain,
dengan tujuan untuk pemahaman di mana mereka pada gilirannya tidak mencaci
orang lain untuk menarik perhatian atau mereka tidak menjgjah hak-hak dasar
martabat individu.®

Secara harfiah, menurut kamus besar bahasa Indonesia kebebasan berpendapat
berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau merdeka,
sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu,
sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk
mengel uarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

Sebuah negara merupakan suatu keharusan untuk menciptakan kedamaian,
perdamaian, dan ketertiban dalam negera tersebut. Hukum tidak diadakan begitu sgja,
namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari kongtitusi. Begitu juga dengan
Perlindungan dan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Menurut
Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar Kkepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga
karena pelanggaran hukum. Dalam ha ini, hukum yang telah dilanggar itu harus
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.**

Kebebasan berpendapat dimaknal sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi

yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi.

8 Mohammad Hashim Kamali. Kebebasan Berpendapat dalam |slam, diterjemahkan oleh
Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 20.

“Aries Setyo Nugroho, ,Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari
Perspektif Hak Asasi Manusia® (Skripsi--, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), h. 27.

°! Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Y ogyakarta: Liberty, 2007),
160.
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Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan
keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan
perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.
Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson ”Sebuah negara dianggap benar-benar
demokratis, ia harus sigp memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide
pengel uaran pendapat media.*?

Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan
hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan
kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunya dan mengeluarkan pendapat; dalam
hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari,
menerima danmenyampaikan informas dan buah pikiran melalui media apa sgja dan
dengan tidakmemandang batas-batas (wilayah)”.

Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang
dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstituss UUD NKRI Tahun 1945
Pasal 28 yang menyatakan bahwa :
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dantulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”®?
Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan
berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan
pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi,
maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-
undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan
perundang-undangan seperti dalam :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

%2 John W, Johnson, 2001: 56).”
% Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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a. Pasal 28 menyatakan :

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

b. Pasal 28 E ayat (2) :

“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

c. Pasal 28E ayat (3) :

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat”.

d. Pasa 28F:

“setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenissaluran yang

tersedia”.%

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan
pendapat sebagal perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”’®

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam
Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa’.

“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan
pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media
cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”%

*Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 2.

% Republik | ndonesia,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
pasal 23 ayat (2).
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Pandangan Islam kebebasan berpendapat sering disebut dengan hurriyah a-
ra’y. Ra’yu digolongkan menjadi tiga kategori utama yaitu yang terpuji, tercela dan
diragukan. Ra’yu didefinisikan sebagai pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak
diatur oleh Alguran dan Assunnah. Ra’yu adalah pendapat yang dipertimbangkan
dengan matang, yang dicapai sebaga hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras
individu dengan tujuan menyingkap dan mencari pengetahuan tentang suatu subjek
yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.” Dalam ayat a
gurran yang mensahkan penggunaan pendapat pribadi. Dalam Alquran Surat as-
Shura’ ayat 38:

. 2 }a}/o// // o8& o- aJJo//// }/// 2~ o

Osiky o3, By pgics iy waaly Bylall 15a0y véﬁ eSS wd}

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan
kepada mereka *®
Ayat Alquran tersebut membenarkan musyawarah dalam urusan-urusan
masyarakat yang secara esensial terdiri dari pendapat pribadi peserta
musyawarah.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi
yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi.
Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan
keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan
perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.*®

" Mohammad Hashim Kamali. Kebebasan Berpendapat dalam Islam, diterjemahkan oleh
Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 88-89.

%Tafsir Web, “Quran Surat Asy-Syura Ayat 38”, dalam https://tafsirweb.com/9128-quran-
surat-asy-syura-ayat-38.html, 16 Juli 2020.

% John W Jhonson,”peran media bebas” office of International Information Programas U.S.
Departement Of State, 2001, h. 56.
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Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sedlumnya, bahwa
pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan Undang-
Undang Informasi dan Transaks Elektronik No. 19 Tahun 20016. Namun
pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-
Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan
pendapat terdapat dalam pasal 45a ayat (2) hanya menyatakan larangan sedangkan
hak yang dapat dilakukan atau dimiliki tidak terdapat dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan ini.

Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari
berbagal pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan
membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah
satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga dapat dikatakan
bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat masih kurang
diperhatikan.

Secara konstitusional negara menjamin kebebasan setiap orang memperoleh
dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi melalui media apapun, karena hak
untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi merupakan hak
dan kebebasan (HAM) bagi semua orang atau warga negara tanpaterkecuali.

Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti yang telah ditegaskan
diatas, bahwa jaminan akan kebebasan berpendapat daam Undamg-Undang ini
terdapat dalam Pasal 23 ayat (2). Sebaga negara demokrasi yang menjunjung tinggi
perlindungan Hak Asasi Manusia dengan segala hak-haknya, termasuk hak sipil dan
politik warga negaranya, maka Indonesia telah meratifikasi ketentuan Kovenan Hak
Sipil dan Politik kedalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 sebagaimana yang
telah disebutkan diatas.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dirasa Undang-Undang Informasi dan

Transaks Elektronik belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di
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daam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan
(perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki
(dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-
undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 45a ayat (2) ini hanya
mengatur mengenai kewgjiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak
menyangkut haknya.

Telah banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan
jaminan akan kebebasan berpendapat bagi masyarakat tersebut. Mengingat bahwa
internet merupakan sarana berkomunikasi yang tidak mengenal batas, maka demi
menciptakan rasa keadilan dan perlindungan akan kebebasan berpendapat, seharusnya
diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai penggunan atau
penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut.

Hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati maka pengguna akan
buta terhadap hak apa sga yang dapat dimilikinya, jadi akan menciptakan perasaan
takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan
pendapat. Jelaslah hal ini akan terkait dengan hak pribadi seseorang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sasmpaikan, ada beberapa
hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Problematika
Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yaitu
pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam
pasa 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan dalam pasal ini yang
mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak karena dianggap
telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi
hak subjek hukum sebeagal salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia
yang harus dilindungi.

Beberapa klausul yang dipaparkan tidak jelas dan pasal ini multitafsir
sehingga muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat akibat
ketidakjelasan pasal ujaran kebencian ini dalam penerapannya. Berbagai
prolematikapun muncul dalam penerapan pasal 45a ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Terjadi pertentangan antara pasal yang ada di Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 dengan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah yang menjadi
problem juga karna ada beberapa pasal yang ada di Undang-undang dasar
bertentangan dengan pasal yang ada Undang-undang Informasi dan
Transaks Elektronik masih tetap saja berlaku.

70
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2. Perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik tidak jelas karena ketentuan Pasal 45a
ayat (2) belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam
media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan
(perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat
dimiliki ~ (dilakukan) oleh pengguna (user) tidak terdapat dalam
ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa
dalam Pasal 45a ayat (2) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang

harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya.

B. Saran
Berdasarkan dengan teori yang ada dan permasalahan diatas, saran
yang dapat diberikan penulis yang mungkin bermanfaat yaitu kepada
pemerintah dan para anggota dewan dalam hal ini yang berwenang membuat
ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk masyarakat pengguna
layanan internet dalam aktifitasnya guna menyampaikan pendapat dan
berinteraksi dengan orang lain adalah seagai berikut :

1. Merevis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaks Elektronik dengan memperjelas mengenai
ketentuan dalam pasal ujaran kebencian tentang yang dimaksud unsur
“dengan senggja atau tanpa hak”, ketidakjelasan definis dalam kata
“antargolongan” dan unsur rumusun deliknya yang sangat luas serta
mencantumkan ketentuan mengenal batasan-batasan dari pelaksanaan hak
menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewgjiban yang
melekat diddamnya agar dapat menjamin penghormatan serta
perlindungan Hak Asasi Manusia orang lain baik secara inividu maupun
masyarakat tertentu.
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2. Daam meakukan revisi hendaknya memperhatikan kesesuain dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevans
diantara peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.

3. Masyarakat sebagal pengguna serta penyelenggara layanan hendaknya
memperhatikan etika dalan masyarakat serta batasan-batasan dan
kewagjiban yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan
haknya melalui media internet agar tercipta keadilan dan keseimbangan
dalam pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud penghormatan dan
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia orang lain.

4. sebaknya diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang
sebagal penggunan atau penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak
pribadinya tanpa rasa takut.
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